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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli tanah di bawah
tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari hukum pertanahan nasional,
menganalisis risiko hukum yang dihadapi olen pembeli, serta menganalisis bentuk
perlindungan hukum terhadap pembeli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT
tidak serta-merta dinyatakan tidak sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun,
ketiadaan akta PPAT menyebabkan pembeli menghadapi kendala dalam pendaftaran
peralihan hak atas tanah dan menimbulkan risiko hukum, antara lain kelemahan pembuktian,
kesulitan melakukan balik nama, serta kemungkinan terjadinya sengketa dengan penjual, ahli
waris, atau pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap pembeli dapat dilakukan secara preventif melalui pemeriksaan
status dan riwayat tanah, kewenangan penjual, pembuatan Akta Jual Beli di hadapan PPAT,
dan pendaftaran peralihan hak. Perlindungan secara represif dapat ditempuh melalui upaya
hukum apabila terjadi sengketa dengan mempertimbangkan bukti transaksi dan itikad baik
pembeli. Dengan demikian, pembuatan akta PPAT dan pendaftaran peralihan hak merupakan
langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi
pembeli.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli, Jual Beli Tanah, Di Bawah Tangan,

PPAT.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi
juga menjadi sumber penghidupan, aset ekonomi, serta bagian dari aspek sosial
dan budaya masyarakat. Keterbatasan jumlah tanah yang tersedia dibandingkan
dengan meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan tanah memiliki nilai
strategis yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan setiap tindakan hukum yang
berkaitan dengan tanah harus memperoleh perhatian khusus agar tidak
menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di kemudian hari, khususnya
bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah melalui suatu transaksi jual beli.1

Pada saat ini masyarakat umumnya , banyak yang terbelenggu dengan
permasalahan surat tanah yang seharusnya dapat dibuktikan sebagai pembuktian
miliknya padahal bukti fisik sudah dikuasai sekian tahun bahkan sampai berpuluh-
puluh tahun, sehingga untuk mendapatkan suatu kepastian hukum tentang status
tanah yang dimilik oleh masyarakat tidak terdapat adanya suatu kepastian hukum,
oleh karena kurang pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan, atau
peraturan mengenai pertanahan.2

Sistem hukum pertanahan Indonesia memberikan pengaturan mengenai

hak atas tanah dan mekanisme peralihannya melalui Undang-Undang Nomor 5

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1).
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Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan
tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas
tanah serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam
melakukan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Kepastian hukum
tersebut menjadi penting bagi pembeli karena setelah melakukan transaksi dan
memenuhi kewajibannya, pembeli membutuhkan jaminan bahwa hak yang
diperolehnya atas tanah tersebut dapat diakui dan dilindungi secara hukum.3

Jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang
banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum perdata, jual beli
merupakan suatu perjanjian yang melibatkan pihak penjual dan pembeli dengan
tujuan memindahkan suatu hak atas suatu objek tertentu dengan pembayaran
sejumlah harga yang telah disepakati. Dalam hubungan tersebut, pembeli
berkewajiban untuk memenuhi pembayaran sebagaimana yang telah disepakati,
sedangkan setelah transaksi terlaksana pembeli memiliki kepentingan untuk
memperoleh dan mempertahankan hak atas tanah yang telah dibelinya.4

Namun, berbeda dengan jual beli benda pada umumnya, jual beli tanah
memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan administrasi pertanahan.
Peralihan hak atas tanah tidak hanya membutuhkan adanya kesepakatan antara
para pihak, tetapi juga harus memenuhi ketentuan formal yang telah ditentukan

oleh hukum pertanahan nasional. Pemenuhan ketentuan formal tersebut menjadi

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 dan Pasal 23.

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 dan Pasal 1320.
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sangat penting bagi pembeli karena berkaitan dengan kepastian mengenai status
dan pengakuan hak atas tanah yang diperolehnya.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui
jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
PPAT memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap
transaksi jual beli tanah serta menjadi bagian dari proses administrasi pendaftaran
peralihan hak atas tanah. Bagi pembeli, keberadaan akta PPAT memiliki arti
penting karena dapat menjadi dasar dalam melakukan pendaftaran peralihan hak
atas tanah yang telah dibelinya.5

Meskipun demikian, dalam praktik masyarakat masih ditemukan transaksi
jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT. Transaksi
tersebut biasanya hanya dilakukan berdasarkan kwitansi pembayaran, surat
pernyataan, atau kesepakatan tertulis sederhana antara penjual dan pembeli.
Faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, hubungan kekeluargaan, serta
anggapan bahwa transaksi telah cukup dengan adanya pembayaran menjadi alasan
masyarakat melakukan jual beli tanah secara informal.

Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena transaksi yang
dilakukan tanpa PPAT memiliki keterbatasan dalam aspek pembuktian dan
administrasi pertanahan. Kondisi tersebut terutama dapat menimbulkan

ketidakpastian bagi pembeli yang telah melakukan pembayaran dan menguasai

5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1).
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tanah secara fisik, tetapi belum memperoleh dokumen peralihan hak yang dibuat
oleh PPAT. Pembeli berada dalam posisi yang rentan apabila di kemudian hari
muncul sengketa mengenai tanah yang telah dibelinya, baik yang berasal dari
penjual maupun pihak ketiga.6

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum
terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT
menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai
keabsahan transaksi berdasarkan hukum perdata, tetapi juga menganalisis
kedudukan hukum pembeli serta bentuk perlindungan hukum yang dapat
diberikan kepada pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli tanah di bawah
tangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana
hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan pembeli dalam kondisi
ketika transaksi jual beli tanah tidak dilakukan melalui PPAT.

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah harus dilakukan secara
benar, jujur, dan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Prinsip tersebut
bertujuan agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan salah satu pihak dalam
suatu transaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa
ayat 29:

5 5 B 5 02 453 0380 01 91 By 85 200 156 1580 i 430

e & (&l &)

6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
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Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4:29)

Dan hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah no. 2185, yakni sebagai berikut:
siaall o s oA g e i e Al e 1 055

Yang artinya: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling

ridha (suka sama suka). (HR. lIbnu Majah No. 2185)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap transaksi, termasuk jual
beli tanah, harus dilakukan dengan cara yang sah, adil, terbuka, dan tidak
mengandung unsur penipuan maupun kecurangan. Dalam Islam, transaksi yang
dilakukan atas dasar suka sama suka harus tetap memperhatikan kejelasan objek,
hak, dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian
hari. Oleh karena itu, suatu transaksi tidak hanya cukup didasarkan pada
kesepakatan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang dapat memberikan
perlindungan terhadap hak dan harta pihak yang melakukan transaksi, termasuk

pembeli sebagai pihak yang telah menyerahkan sejumlah pembayaran untuk

memperoleh tanah yang menjadi objek jual beli.

Dalam konteks jual beli tanah di bawah tangan, meskipun pembeli telah
sepakat dengan penjual dan melakukan pembayaran, apabila transaksi tersebut
dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar dan tidak memiliki kekuatan
pembuktian yang cukup, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan
hukum di kemudian hari. Pembeli dapat menghadapi berbagai risiko, seperti
sengketa kepemilikan, penjualan ganda, sengketa waris, maupun kesulitan dalam

proses pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan salah satu pilar utama
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dalam meminimalisir sengketa pertanahan dan memberikan jaminan perlindungan
hukum oleh negara kepada Masyarakat.” Keadaan demikian dapat menimbulkan
kerugian bagi pembeli, terutama apabila pembeli telah memenuhi kewajibannya
berupa pembayaran harga tanah, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai hak

atas tanah yang telah dibelinya.

Oleh sebab itu, pelaksanaan jual beli tanah perlu dilakukan secara jelas,
terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar pembeli
memperoleh kepastian hukum atas tanah yang diperolehnya. Pemenuhan prosedur
hukum dalam jual beli tanah juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian
terhadap pembeli serta memberikan dasar yang kuat bagi pembeli dalam

mempertahankan haknya apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat masih banyak
ditemukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tanpa
melibatkan PPAT. Transaksi tersebut biasanya hanya dilakukan berdasarkan
kwitansi, surat pernyataan, atau kesepakatan sederhana antara penjual dan
pembeli. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tanah di

bawah tangan antara lain karena kurangnya pemahaman hukum, biaya pembuatan

" Rahmat Ramadhani, Buku Ajar Hukum Pertanahan, (Medan: UMSU Press, 2021), him.
121.
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akta yang dianggap mahal, hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada rasa
saling percaya, serta lokasi objek tanah yang berada di daerah pedesaan.®

Jual beli tanah di bawah tangan memang secara faktual sering dianggap
sah oleh masyarakat apabila telah memenuhi unsur kesepakatan dan pembayaran.
Akan tetapi, transaksi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum,
khususnya terkait kekuatan pembuktian dan kepastian hukum atas kepemilikan
tanah. Tidak adanya akta autentik yang dibuat oleh PPAT menyebabkan posisi
hukum pembeli menjadi lemah apabila di kemudian hari timbul sengketa, seperti
adanya gugatan dari pihak ketiga, penjualan ganda, sengketa waris, maupun
penolakan dalam proses pendaftaran tanah. Dalam kondisi tersebut, pembeli perlu
memperoleh perlindungan hukum agar hak dan kepentingannya atas tanah yang
telah dibeli tidak hilang hanya karena transaksi tidak dilakukan melalui prosedur
PPAT.

Selain itu, jual beli tanah di bawah tangan juga berpotensi menimbulkan
kerugian bagi pembeli karena tidak adanya jaminan bahwa tanah yang
diperjualbelikan benar-benar bebas dari sengketa atau tidak sedang dijaminkan
kepada pihak lain. Dalam kondisi tertentu, pembeli yang telah membayar lunas
bahkan dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya karena tidak
mampu membuktikan secara sempurna perolehan hak atas tanah tersebut. Hal ini

tentu bertentangan dengan tujuan hukum pertanahan nasional yang menghendaki

® Fenesia Deni Batista, Retno Sariwati, dan Ariyanti, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli
Tanah yang dilakukan Tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)," Bhirawa Law
Journal 4, No. 1 (2023): him. 15.
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terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas
tanah.’

Menurut Effendi Perangin, akta PPAT memiliki fungsi penting sebagai
alat bukti yang kuat dalam proses peralihan hak atas tanah sekaligus menjadi
dasar pendaftaran perubahan data pertanahan.’® Oleh sebab itu, tidak
dilibatkannya PPAT dalam transaksi jual beli tanah dapat menimbulkan akibat
hukum terhadap kedudukan pembeli, terutama ketika pembeli telah memenuhi
kewajibannya dan memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi. Di sisi lain,
realitas sosial menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan masih
terus terjadi dan sulit dihilangkan sepenuhnya dalam masyarakat. Kondisi tersebut
menunjukkan pentingnya kajian mengenai bagaimana hukum memberikan
perlindungan kepada pembeli yang memperoleh tanah melalui transaksi di bawah

tangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian lebih mendalam
mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah di
bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik ditinjau dari aspek
hukum perdata maupun hukum pertanahan nasional. Penelitian ini menjadi

penting untuk mengetahui kedudukan hukum pembeli dalam transaksi jual beli

% L. S. Saputra, Ismail, dan Darmawan, “Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli yang
Cacat Hukum,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, No. 2 (2020): him. 286.
(jurnalius.ac.id)

10 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Hukum Agraria, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), him.
33.
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tanah di bawah tangan, risiko hukum yang dihadapi pembeli, serta bentuk
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli agar tercipta kepastian
hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Perlindungan
Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Bawah
Tangan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah:

a. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari hukum pertanahan
nasional?

b. Apa saja risiko hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam transaksi jual
beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?

c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi
jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)?

2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini, yaitu:
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a. Untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli tanah di bawah tangan
tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari hukum
pertanahan nasional.
b. Untuk menganalisis risiko hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam
transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).
c. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam
transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).
B. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis.
Adapun manfaat penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
1. Secara Teoritis

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum
agraria mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli
tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi akademik bagi
mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang ingin meneliti permasalahan serupa
terkait kepastian hukum, kedudukan hukum pembeli, dan perlindungan hukum

dalam transaksi pertanahan di Indonesia.
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2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat, khususnya pembeli tanah, mengenai pentingnya pelaksanaan jual beli
tanah melalui prosedur hukum yang benar dengan melibatkan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT), sehingga pembeli memperoleh kepastian dan perlindungan

hukum atas tanah yang diperolehnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pengetahuan mengenai risiko hukum yang dapat timbul apabila jual
beli tanah dilakukan di bawah tangan tanpa Akta PPAT.
C. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan dan pemahaman
yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga
tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta memudahkan pembahasan
terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi

Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)” adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan kepada seseorang untuk memperoleh kepastian hukum,
keadilan, serta perlindungan atas hak-haknya dalam suatu hubungan hukum.
Dalam penelitian ini, perlindungan hukum difokuskan pada perlindungan
terhadap pembeli yang melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan

tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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2. Pembeli merupakan pihak yang memperoleh tanah melalui suatu transaksi jual
beli dengan menyerahkan sejumlah uang atau memenuhi pembayaran harga
tanah yang telah disepakati kepada penjual. Dalam penelitian ini, pembeli
merupakan pihak yang menjadi fokus utama dalam menganalisis kedudukan
hukum, risiko hukum, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat
diperolehnya dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum antara penjual dan pembeli yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang mengakibatkan
beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran
sejumlah harga yang telah disepakati.

4. Hak atas tanah merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada
orang perseorangan atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan
memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. !

5. Jual beli tanah di bawah tangan merupakan perbuatan hukum jual beli tanah
yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), sehingga pembuktiannya hanya didasarkan pada dokumen

yang dibuat oleh para pihak. *2

1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok-Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), him. 283.

12 Sumaryono, "Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)" (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009),
him. 45.
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D. Keaslian Penulisan
Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Adapun beberapa karya ilmiah pada penelitian sebelumnya yang

mendukung keaslian penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Egen Bayu Kusuma dengan judul
“Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Tanah yang Dibuat
di Bawah Tangan”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Fokus penelitian diarahkan pada perlindungan hukum
terhadap pihak pembeli dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan,
khususnya berkaitan dengan kekuatan pembuktian transaksi berdasarkan
putusan pengadilan tertentu. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan
bahwa kedudukan pembeli dalam jual beli tanah di bawah tangan masih dapat
memperoleh perlindungan hukum sepanjang dapat dibuktikan adanya itikad
baik serta bukti-bukti yang mendukung terjadinya transaksi. Adapun
penelitian yang dilakukan penulis berbeda karena lebih menitikberatkan pada
perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari hukum pertanahan nasional
dan hukum perdata secara umum

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sumaryono dengan judul “Jual Beli Tanah
yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .
Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Fokus penelitian membahas mengenai
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keabsahan jual beli tanah tanpa akta PPAT serta akibat hukum yang dapat
timbul dalam transaksi tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan
bahwa jual beli tanah tanpa akta PPAT secara perdata dapat dianggap sah
apabila memenuhi syarat sah perjanjian, namun dari aspek administrasi
pertanahan transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna
dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Penelitian yang dilakukan
penulis memiliki perbedaan karena tidak hanya membahas keabsahan dan
akibat hukum, tetapi juga lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan
hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan
tanpa PPAT.

. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Hadi Saputro dengan judul “Analisis
Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa Pagaruyung
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Penelitian tersebut menggunakan
metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Fokus
penelitian diarahkan pada praktik pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan
dalam masyarakat serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih
melakukan transaksi tanpa melibatkan PPAT. Berdasarkan penelitian tersebut
disimpulkan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan masih sering
dilakukan karena faktor kebiasaan masyarakat, hubungan kekeluargaan, biaya,
dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya akta
PPAT. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda karena menggunakan
metode penelitian yuridis normatif dan lebih menitikberatkan pada kajian

perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa
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Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketentuan hukum perdata dan
hukum pertanahan nasional.

Berdasarkan uraian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui
bahwa penelitian mengenai jual beli tanah di bawah tangan memang telah pernah
dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi, masing-masing
penelitian memiliki fokus pembahasan, metode penelitian, dan sudut pandang
yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu pada
umumnya lebih menitikberatkan pada keabsahan transaksi, penyelesaian sengketa,
maupun praktik empiris pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan dalam
masyarakat.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada
perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya ditinjau dari hukum perdata dan
hukum pertanahan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menganalisis kedudukan hukum transaksi jual beli tanah di bawah tangan, risiko
hukum yang dapat timbul, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak
dalam transaksi tersebut.

Penulis meyakini bahwasannya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya
yang mengangkat tentang banding administratif sebagai tajuk dalam penelitian.
Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui pencarian
Literatur maupun penelusuran  kepustakaan  dilingkungan  Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak
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menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti
terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Transaksi Jual Beli
Tanah di Bawah Tangan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)”.
E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna
mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.
Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan
dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum
normatif berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang
menjadi objek penelitian.*®

Dalam penelitian hukum, penggunaan metode penelitian memiliki peranan
yang sangat penting karena menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian.
Metode penelitian yang tepat akan membantu peneliti dalam menemukan,
mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan yang berkaitan
dengan permasalahan hukum yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menyatakan

bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press,2015), halaman.
43.
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hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi.** leh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan
dengan karakteristik dan tujuan penelitian agar diperoleh hasil yang objektif dan
dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Selanjutnya, Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa metode penelitian
hukum merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.'®> Sejalan dengan itu,
Zainuddin Ali menyatakan bahwa metode penelitian hukum digunakan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis yang
mendalam terhadap fakta dan bahan hukum yang tersedia..’® Dengan demikian,
penggunaan metode penelitian yang tepat dalam penelitian ini diharapkan dapat
menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai perlindungan hukum
terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya mengenai keabsahan transaksi, risiko
hukum yang dihadapi pembeli, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat

diberikan kepada pembeli berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), halaman. 35.

> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayumedia Publishing, 2019), halaman. 57.

16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), halaman. 17.
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Dalam penelitian ini, metode penelitian digunakan untuk mengkaji
perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya yang berkaitan dengan
keabsahan transaksi, risiko hukum yang timbul, serta bentuk perlindungan hukum
bagi para pihak berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum pertanahan
nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan
(library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang
menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas,
kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta
doktrin atau ajaran para sarjana hukum.!” Oleh karena itu, penelitian hukum
normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang
berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai dasar untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan

perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

7 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021),

halaman. 55.
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diteliti.’® Sejalan dengan pendapat tersebut, Peter Mahmud Marzuki menyatakan
bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.”

Selanjutnya, Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum
normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objek kajiannya
meliputi norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta sistematika hukum yang
berlaku.?® Sementara itu, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menyatakan bahwa
penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum
yang bersifat formal, seperti undang-undang, literatur, dan bahan hukum lainnya
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif karena berfokus pada pengkajian norma hukum, asas
hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

'8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman. 13.

19 peter Mahmud Marzuki, Op Cit., halaman 35

20 Johnny Ibrahim, Op. Cit., halaman. 57

! Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), halaman. 34.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu
permasalahan hukum serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan.??> Dalam
penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analitis digunakan untuk
menjelaskan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,
kemudian dianalisis guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti.?®

Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif bertujuan untuk
memberikan gambaran yang lengkap mengenai keadaan objek yang diteliti,
sedangkan sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan menafsirkan data yang
diperoleh sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang
diteliti.* Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan
hukum mengenai jual beli tanah di bawah tangan, tetapi juga menganalisis
perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam transaksi tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun
1997, disebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sebagai pejabat

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai

22 Zainuddin Ali, Op. Cit., halaman. 105.

% Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari
Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justisia Jurnal llmu Hukum 8, No. 1 (2014): halaman 25.

24 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),

halaman. 36.
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yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu akta
pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan.

Dengan demikian, sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan
untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas
hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan hukum
yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis penerapan
hukum terhadap permasalahan jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui putusan pengadilan yang relevan.
Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum mengenai
perjanjian, peralihan hak atas tanah, serta perlindungan hukum terhadap para
pihak diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang
memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
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Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui kesesuaian antara satu
peraturan dengan peraturan lainnya serta menemukan dasar hukum yang relevan
untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Johnny Ibrahim menyatakan bahwa
pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan
hukum yang menjadi fokus penelitian guna memperoleh argumentasi hukum yang

komprehensif.?

Sementara itu, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan
bahwa pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan
hukum positif yang berlaku serta keterkaitannya dengan permasalahan hukum
yang diteliti.?

Selain itu, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum
normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis norma-
norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum sehingga dapat
diperoleh argumentasi hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.?” Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis
bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli tanah di
bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai

berikut:

% Johnny Ibrahim, Op. Cit., halaman. 302
% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., halaman. 185.
27 Zainuddin Ali, Op. Cit., halaman. 105.
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Data Kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur’an dan
Hadis yang memiliki relevansi terhadap prinsip transaksi jual beli, khususnya
mengenai larangan memperoleh harta dengan cara yang batil serta kewajiban
adanya kerelaan para pihak dalam transaksi. Salah satu dasar kewahyuan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S. An-Nisa/4:29, yakni sebagai
berikut:
2L 1308 0 Ria el 5 G 5048 (588 &) T Jlally 2450 o005l 158805 ¥ 15 sl il
a5 S &)
Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4:29)

Dan hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah no. 2185, yakni sebagai berikut:

gl e el )
Yang artinya: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling
ridha (suka sama suka). (HR. lIbnu Majah No. 2185)

Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan
perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi yang memiliki
otoritas terkait dengan masalah yang diteliti,?® yaitu

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya
Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1457

mengenai jual beli;

%8 Mhd. Hasbi Simanjuntak dkk., "Legal Analysis of Acts of Embezzlement in the Family

(Study of Decision Number 1314 / Pid.B / 2024 / PN Mdn)," International Asia Of Law and
Money Laundering 3, No. 4 (2024): halaman, 118.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021,

c) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang
berhubungan dengan permasalahan ini.*

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.*
Terutama yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai
dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data
Penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan (literatur review). Studi kepustakaan merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mengkaji,

* Ibid.
% D. Poddar, “Genealogy of Legal Research Methodology,” Asian Journal of Legal
Education 12, No. 1 (2025): halaman 125.
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dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum. Dalam penelitian
ini, bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
jual beli tanah dan peralihan hak atas tanah.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.*> Bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang
membahas hukum agraria, hukum perjanjian, dan perlindungan hukum dalam

transaksi jual beli tanah.

3! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), halaman. 13.
%2 Johnny lbrahim, Op. Cit., halaman. 296.
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Selanjutnya, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.®® Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum,
indeks hukum, serta sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Untuk memperoleh bahan-bahan
tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dua jalur utama, yaitu:

1. Penelitian lapangan perpustakaan (Offline). Peneliti mengunjungi
perpustakaan fisik secara langsung untuk menelusuri koleksi cetak seperti
buku kamus hukum lama, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum.
Lokasi pengumpulan data ini difokuskan pada Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) serta Perpustakaan Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

2. Penelitian Berbasis Digital (Online): Peneliti memanfaatkan platform
digital untuk mengakses bahan tersier elektronik secara resmi, seperti
aplikasi KBBI Daring dari Kemendikbud, E-Book Ensiklopedia, serta
portal jurnal.

6. Analisis Data
Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah seluruh bahan

hukum yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan. Analisis data
bertujuan untuk mengolah, menelaah, dan menafsirkan bahan hukum yang telah

diperoleh sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang

%% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., halaman. 43.
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diteliti.  Menurut  Soerjono  Soekanto, analisis data adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang
disarankan oleh data tersebut.**

Dalam penelitian ini, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya, dengan menekankan pada
deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang
terlibat.® Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Analisis kualitatif dilakukan dengan cara
menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mengkaji
seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, teori hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi.®” Oleh karena itu, bahan hukum yang
telah diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga dapat

diperolen pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum

% Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman. 250.

% Zulkarmain, "Penelitian Kualitatif Sebagai Pengumpulan, Pengorganisasian, dan
Interpretasi,” Jurnal Literasiologi 11, No. 2 (2021): halaman 124

% Zainuddin Ali, Op. Cit., halaman. 107.

%7 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., halaman. 35.
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terhadap transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Selanjutnya, hasil analisis

disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai

permasalahan yang diteliti serta solusi hukum yang dapat diterapkan.®

F. Rencana Jadwal Penelitian

Tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis
dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian agar proses penelitian berjalan
secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, tahapan penelitian dilakukan
mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Adapun tahap-
tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan merupakan tahap awal dalam penelitian yang dilakukan
dengan menentukan judul penelitian, mengidentifikasi permasalahan,
menyusun latar belakang, merumuskan masalah, menentukan tujuan
penelitian, serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan
objek penelitian. Pada tahap ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Pengajuan proposal selama 1 minggu, yaitu tahap pengajuan dan pemeriksaan
proposal penelitian kepada dosen pembimbing untuk memperoleh masukan,
perbaikan, dan persetujuan agar penelitian dapat dilanjutkan ke tahap

berikutnya

% Johnny Ibrahim, Op. Cit., halaman. 300.
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3. Pengumpulan data selama 3 minggu, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi
kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap transaksi
jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Penelitian selama 5 minggu, yaitu tahap penyusunan, perbaikan, dan
penyempurnaan hasil penelitian dalam bentuk skripsi secara sistematis sesuai
dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Berdasarkan hal tersebut jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini adalah 12 minggu atau sekitar masa 3 bulan. jangka waktu

tersebut digunakan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian mulai dari
tahap persiapan, penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga
penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi secara sistematis dan sesuai

dengan kaidah penulisan ilmiah.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam
sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan
subjek hukum. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat
aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi untuk
memberikan rasa aman, kepastian, serta keadilan bagi setiap individu yang berada
dalam hubungan hukum tertentu. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting
agar setiap tindakan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat
memiliki batasan dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran
terhadap hak seseorang.

Berdasarkan Pasal 1457, 1458, dan 1459 KUHPerdata, aktivitas yang
harganya dapat ditentukan secara mutlak melalui perjanjian yang mengikat
kedua belah pihak untuk melakukan penyerahan tanah adalah jual beli tanah.
Meskipun pembayaran belum dilakukan dan tanah belum diserahkan kepada
pembeli, namun jika semua pihak telah mencapai kesepakatan, transaksi jual beli
dianggap telah terjadi (Hayati, 2016). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa
hak atas tanah belum beralih secara resmi. Untuk melaksanakan pengalihan
tersebut, diperlukan satu langkah hukum yang disebut "penyerahan balik nama."
Dengan langkah ini, hak-hak pemilik baru akan diakui, dan tanah tersebut
akan menjadi kepemilikan baru. Dengan dilakukannya pengalihan atas nama

tersebut, ini menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dialinkan. Oleh karena itu,
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peran PPAT sangat penting untuk membuat surat yang memiliki legalitas
tinggi dan terbukti, yaitu akta jual beli. Akta jual beli ini merupakan dasar
dari aktivitas jual beli. Dengan PPAT yang membuat akta tersebut, tujuan
dari pemberian hak kepada pemilik tanah dapat terpenuhi, sehingga pemilik
tersebut akan mendapatkan haknya atas tanah tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang
lain, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh
hukum.* Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma
hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut mampu memberikan manfaat dan
keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki dalam Susanti (2018)menjelaskan bahwa penelitian
hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode penelitian normatif
mencakup penggunaan sumber-sumber sekunder, seperti literatur hukum dan
pandangan para ahli hukum untuk mendukung analisisnya. Sumber-sumber
sekunder ini digunakan untuk merumuskan dan mengembangkan argumen hukum
yang relevan dalam konteks keabsahan jual beli hak atas tanah yang dilakukan
tanpa akta PPAT. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

legalitas. Parikesit (2021)mengatakan bahwa pendekatan legalitas harus

¥ gatjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006),

halaman 25.
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berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
pendekatan legalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji semua
peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum modern memiliki dua bentuk
utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan
sebelum terjadi suatu permasalahan hukum. Bentuk perlindungan ini bertujuan
mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa melalui kepatuhan terhadap
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan hukum
represif diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum dan bertujuan
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme hukum yang
tersedia.*’

Dalam konteks transaksi jual beli tanah, perlindungan hukum preventif
diwujudkan melalui kewajiban para pihak untuk melaksanakan transaksi sesuai
dengan ketentuan hukum pertanahan, yaitu dengan membuat Akta Jual Beli (AJB)
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta melakukan pendaftaran
peralihan hak atas tanah. Keberadaan PPAT dalam transaksi jual beli tanah
berfungsi memberikan kepastian bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan

secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“ philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina IImu, 1987), halaman 2-5.
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Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang
diberikan setelah terjadi suatu sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini
dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur peradilan
maupun mekanisme hukum lainnya. Dalam transaksi jual beli tanah, perlindungan
represif dapat diberikan ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan,
pembayaran, penguasaan fisik tanah, maupun keabsahan transaksi yang telah
dilakukan oleh para pihak.

Konsep perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan prinsip
kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan
hukum memiliki akibat yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam bidang pertanahan,
kepastian hukum menjadi tujuan utama dari sistem pendaftaran tanah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Adanya PPAT, yang dalam hal ini disebut pejabat pembuat
akta tanah, merupakan pemberian wewenang dari negara kepada pejabat tersebut
untuk membuat dan mengesahkan berbagai akta yang terkait dengan tanah, sesuai
dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Ini mencakup akta
pemindahan hak kepemilikan tanah, hak atas tanah yang dibebani dengan hak
tanggungan, hak milik rumah dalam satuan, serta pemberian kuasa. Dengan
adanya PPAT, syarat-syarat dasar yang berkaitan dengan transaksi tanah diatur
secara rinci.

Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan hukum dalam penelitian ini
dimaknai sebagai bentuk jaminan hukum yang diberikan kepada penjual dan

pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya transaksi yang dilakukan tanpa
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melibatkan PPAT. Perlindungan hukum tersebut dianalisis melalui aspek
keabsahan perjanjian, kepastian hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian

apabila terjadi sengketa antara para pihak.

B. Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering
dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum perdata, jual
beli merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pihak penjual dan pembeli, di
mana penjual berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pembeli
berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Ketentuan mengenai jual
beli tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli
pada dasarnya lahir dari adanya kesepakatan mengenai objek dan harga jual beli.*

Bagi pembeli hak atas tanah tanpa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan
PPAT untuk mendapatkan sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum
sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUPA, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
sebagaimana Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa Panitera Pengadilan wajib
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua
Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang
tanah yang sudah didaftar untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan

sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya.

' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.
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Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual
beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya membayar harga
yang telah dijanjikan. Dengan demikian, jual beli pada dasarnya merupakan
hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak.

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu
sebab yang halal.** Pemenuhan keempat syarat tersebut menjadi dasar untuk
menentukan keabsahan hubungan perjanjian antara penjual dan pembeli. Dalam
konteks penelitian ini, keberadaan syarat-syarat tersebut penting untuk menilai
kedudukan hukum pembeli yang melakukan transaksi jual beli tanah berdasarkan
perjanjian di bawah tangan.

Pada Pasal 53 Perkaban No. 1 Tahun 2006 ditentukan bahwa Akta PPAT
dibuat dengan mengisi blanko akta yang bentuknya telah ditentukan. Pengisian
blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan
kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4)
Perkaban No. 1 Tahun 2006 dinyatakan kembali bahwa pembuatan akta PPAT

dilakukan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat

*2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. PPAT yang membuat akta
peralihan hak atas tanah tersebut, selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal di tandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatkannya beserta dokumendokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera menyampaikan
akta tersebut kepada Kantor Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses
pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan. PPAT wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan. Kewajiban PPAT
hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya kepada Kantor
Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertipikatnya
menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri, sebagaimana Pasal 40 PP No.
24 Tahun 1997 beserta penjelasannya.

Jual beli tanah memiliki karakteristik khusus karena tanah tidak hanya
merupakan objek perjanjian dalam hukum perdata, tetapi juga merupakan objek
hak yang pengaturannya berada dalam lingkup hukum agraria. Oleh karena itu,
transaksi jual beli tanah tidak cukup hanya dilihat dari aspek kesepakatan antara
penjual dan pembeli, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum
pertanahan mengenai peralihan dan pendaftaran hak atas tanah.

Dalam hukum pertanahan nasional, peralihan hak atas tanah melalui jual
beli pada prinsipnya dilakukan dengan memperhatikan asas terang dan tunai. Asas

terang berkaitan dengan dilakukannya perbuatan hukum di hadapan pejabat yang
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berwenang, sedangkan asas tunai menunjukkan bahwa penyerahan hak dan
pembayaran dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan jual beli. Dalam
praktiknya, transaksi jual beli tanah tidak selalu dilakukan melalui Akta Jual Beli
(AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi masih
ditemukan transaksi yang dilakukan secara di bawah tangan berdasarkan
kesepakatan para pihak. Jual beli di bawah tangan pada umumnya dituangkan
dalam bentuk surat perjanjian atau kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh
penjual dan pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya
berkaitan dengan kedudukan hukum pembeli, kekuatan pembuktian dokumen
transaksi, serta kepastian hukum terhadap penguasaan dan peralihan hak atas
tanah yang telah diperjual belikan. Dalam perkembangan hukum pertanahan
nasional, aspek formal tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan untuk
memberikan kepastian hukum dan menjamin agar peralihan hak dapat dicatat
dalam administrasi pertanahan.*®

Dalam proses pembelian atau penjualan tanah, terdapat dua syarat
mendasar yang harus dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat. Menjelaskan
syarat materiil yang dimaksud adalah pembeli berhak membeli tanah,
penjual berhak menjual tanah, dan pelaksanaan jual beli tanah dilaksanakan
dihadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan syarat formil yaitu jual beli
tanah dimanat pembuatan akta tanah harus dihadiri masing-masing pihak

yang melakukan jual beli atau dihadiri oleh kuasa hukum yang sah dan disaksikan

8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19.
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oleh kedua orang saksi, serta dilengkapi beberapa persyaratan tertentu seperti
KTP, PBB, KK, dan sertifikat asli hak atas tanah yang telah dicek di kantor
pertanahan. Transaksi tanah tidak dapat dilakukan dengan bantuan pihak lain, dan
perwakilan negara yang dikenal sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
harus hadir selama seluruh proses transaksi. PPAT, yang memiliki peran
sebagai Pejabat dalam pembuatan akta tanah, memiliki kewenangan yang
diberikan oleh negara secara umum untuk membuat akta secara otentik dengan
bukti hukum yang lengkap, yang erat kaitannya dengan hak tanah atau hak milik
rumah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kedudukan penting
dalam proses peralihan hak atas tanah karena PPAT bertugas melaksanakan
sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, termasuk jual
beli. Akta tersebut menjadi dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran
tanah akibat perbuatan hukum tersebut.** Dalam perspektif hukum perdata, suatu
perjanjian jual beli pada dasarnya dapat menimbulkan hubungan hukum antara
penjual dan pembeli sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam hukum pertanahan, jual beli

tanah memiliki karakteristik tersendiri karena peralihan hak atas tanah harus

* peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016.
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memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran tanah dan pembuktian perbuatan
hukum tersebut. Akta yang dibuat oleh PPAT memiliki kedudukan penting
sebagai alat bukti terjadinya perbuatan hukum jual beli sekaligus menjadi dasar
dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, transaksi jual
beli yang dilakukan tanpa AJB PPAT dapat menimbulkan kendala bagi pembeli
ketika hendak melakukan balik nama sertifikat maupun ketika terjadi perselisihan
dengan pihak penjual. Dengan demikian, bagi pembeli, keberadaan akta PPAT
mempunyai arti penting karena menjadi bagian dari proses formal untuk
memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dibelinya.

Dalam praktiknya, masih terdapat transaksi jual beli tanah yang dilakukan
di bawah tangan tanpa dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT. Transaksi
tersebut pada umumnya dituangkan dalam surat perjanjian, kuitansi pembayaran,
surat pernyataan, atau dokumen lain yang ditandatangani oleh penjual dan
pembeli. Dari perspektif hukum perdata, transaksi semacam itu tidak serta-merta
dapat dinyatakan tidak sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Namun,
dari perspektif hukum pertanahan, transaksi tersebut menghadapi persoalan dalam
proses pembuktian dan pendaftaran peralihan hak atas tanah.*

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya mengatur bahwa peralihan hak atas

tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta

> Avita Nendy Falief Yolanda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di
Bawah Tangan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," Diponegoro Law
Journal 8, No. 3 (2019): halaman 1767-1779.
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yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya
perbedaan antara hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan jual beli dengan
persyaratan formal yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak
atas tanah.*

Kondisi tersebut menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pembeli,
terutama apabila pembeli belum memperoleh AJB dan belum melakukan
pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan. Pembeli dapat mengalami
kesulitan dalam membuktikan haknya apabila kemudian terjadi sengketa dengan
penjual, ahli waris penjual, atau pihak ketiga yang mengaku mempunyai hak atas
tanah tersebut. Oleh karena itu, pembeli dalam transaksi jual beli tanah di bawah
tangan memerlukan perhatian khusus terhadap aspek pembuktian, status dan
riwayat tanah, kewenangan penjual, serta itikad baik dalam melakukan transaksi.

Dengan demikian, jual beli tanah di bawah tangan memiliki kedudukan
hukum yang perlu dibedakan antara aspek keabsahan perjanjian dan aspek
pendaftaran peralihan hak atas tanah. Perjanjian jual beli yang memenuhi
ketentuan hukum perdata dapat menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan
pembeli, tetapi ketiadaan akta PPAT menyebabkan pembeli menghadapi
keterbatasan dalam proses pendaftaran dan pembuktian peralihan hak atas tanah.
Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pembeli menjadi penting,

khususnya melalui pemenuhan prosedur formal, pembuatan AJB di hadapan

% peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.



77

PPAT, pendaftaran peralihan hak, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan itikad
baik dalam transaksi jual beli tanah.*’

Permasalahan semakin kompleks apabila setelah pembayaran dilakukan,
penjual tidak bersedia melaksanakan pembuatan AJB di hadapan PPAT, menjual
kembali objek tanah kepada pihak lain, meninggal dunia, atau menyangkal adanya
transaksi jual beli yang sebelumnya telah disepakati. Dalam kondisi tersebut,
pembeli yang telah memenuhi kewajibannya, terutama dalam melakukan
pembayaran harga tanah, dapat mengalami kerugian dan berada dalam posisi yang
lemah untuk memperoleh kepastian atas hak yang telah diperolehnya. Bukti
berupa kuitansi, surat perjanjian di bawah tangan, bukti transfer, maupun
penguasaan fisik atas tanah dapat menjadi alat bukti yang penting, tetapi kekuatan
dan akibat hukumnya tetap harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku serta fakta-fakta dalam masing-masing kasus.

Dengan demikian, transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Akta
PPAT menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana hukum memberikan
perlindungan kepada pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya.
Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hubungan
perjanjian antara penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut kepastian hukum
atas objek tanah, proses peralihan hak, kekuatan pembuktian transaksi, serta upaya
hukum yang dapat ditempuh pembeli apabila penjual tidak memenuhi

kewajibannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian yuridis

" Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 20186,

Rumusan Kamar Perdata tentang Kriteria Pembeli Beritikad Baik.
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untuk menganalisis kedudukan hukum pembeli dan bentuk perlindungan hukum
yang dapat diberikan terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah yang
dilakukan secara di bawah tangan tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).

hubungan antara jual beli tanah di bawah tangan dengan hak atas tanah
menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kedudukan hukum pembeli
dalam memperoleh hak atas tanah yang telah dibelinya. Ketidaklengkapan proses
peralihan hak melalui PPAT dan pendaftaran tanah dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai siapa yang secara yuridis tercatat sebagai pemegang hak
atas tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
pembeli tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli, tetapi
juga berkaitan dengan kepastian hukum mengenai peralihan, penguasaan, dan

pendaftaran hak atas tanah yang menjadi objek jual beli.

C. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk hak yang diberikan dan diakui
oleh negara kepada orang perseorangan maupun badan hukum untuk
menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia terutama
bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA).

Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara,

ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah
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yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang maupun badan
hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewenangan
untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah, termasuk
mengenai jenis, peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan peralihan hak atas
tanah.*®

Lembaga jual beli hak atas tanah yang merupakan perbuatan hukum yang
bersifat tunai mengakibatkan kepentingan utama dalam transaksi ini adalah
hak pihak pembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Hak atas
tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli pada saat perbuatan
hukum jual beli diselesaikan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Akta PPAT menjadi alat bukti yang sah bahwa pembeli telah menjadi
pemegang hak yang baru. Kepentingan pihak ketiga tidak selalu tersangkut
dalam pemindahan hak tersebut, sehingga pendaftaran pemindahan haknya
hanya berfungsi untuk memperkuat kedudukan pembeli dalam hubungannya
dengan pihak ketiga yang berkepentingan dan bukan merupakan syarat bagi
berpindahnya hak tersebut.

Hak atas tanah terdiri atas beberapa jenis sebagaimana diatur dalam UUPA,
antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
Masing-masing jenis hak mempunyai karakteristik, subjek pemegang hak, jangka

waktu, serta kewenangan yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan

8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4.
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perundang-undangan.*® Perbedaan Kkarakteristik tersebut menjadi penting dalam
transaksi jual beli tanah karena tidak setiap jenis hak atas tanah dapat dialihkan
dengan cara dan persyaratan yang sama.

Hak Milik merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang mempunyai
kedudukan penting dalam hukum pertanahan nasional. Berdasarkan Pasal 20
UUPA, Hak Milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai
fungsi sosial tanah. Hak Milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*® Oleh karena itu, dalam transaksi
jual beli tanah dengan objek Hak Milik, pembeli perlu memastikan terlebih dahulu
mengenai status hak, identitas pemegang hak, kewenangan penjual, serta kondisi
hukum tanah yang menjadi objek transaksi.

Salah satu instrumen penting yang digunakan negara untuk memberikan
kepastian hukum terhadap hak atas tanah adalah pendaftaran tanah. Pasal 19
UUPA mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tersebut
meliputi kegiatan pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak
atas tanah dan peralihannya, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.>*

* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16
ayat (1).

%0 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20.
*! Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19.
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Pendaftaran tanah mempunyai arti penting bagi pembeli karena melalui
pendaftaran dapat diperoleh data mengenai subjek pemegang hak, objek tanah,
dan status hukum tanah yang bersangkutan. Dalam konteks transaksi jual beli,
pendaftaran peralihan hak juga menjadi bagian penting untuk memberikan
kepastian hukum kepada pembeli mengenai kedudukannya sebagai pemegang hak
atas tanah yang baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada prinsipnya hanya
dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa akta PPAT mempunyai kedudukan penting dalam proses pendaftaran
peralihan hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut
kemudian diubah antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021.%

Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli tanah di bawah tangan,
persoalan hak atas tanah menjadi penting karena pembeli tidak hanya harus
membuktikan adanya hubungan perjanjian dengan penjual, tetapi juga perlu
memastikan bahwa tanah yang diperjualbelikan benar-benar merupakan hak yang
dapat dialihkan oleh penjual. Kondisi tersebut menjadi semakin penting apabila
transaksi dilakukan tanpa AJB PPAT dan belum diikuti dengan pendaftaran

peralihan hak atas tanah. Dalam keadaan demikian, pembeli dapat menghadapi

52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
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kesulitan dalam membuktikan dan mendaftarkan perolehan haknya apabila
kemudian terjadi sengketa.

Selain itu, kedudukan pembeli juga berkaitan dengan prinsip itikad baik.
Pembeli yang melakukan transaksi dengan kehati-hatian, memeriksa status dan
riwayat tanah, memastikan kewenangan penjual, serta tidak mengetahui adanya
cacat atau sengketa atas objek tanah memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk
memperoleh perlindungan hukum. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah memberikan kriteria mengenai
pembeli beritikad baik yang dapat menjadi salah satu dasar dalam menilai
perlindungan hukum terhadap pembeli dalam sengketa pertanahan.>®

Berdasarkan uraian tersebut, hak atas tanah dalam penelitian ini dipahami
sebagai hak yang melekat pada suatu bidang tanah dan menjadi objek dalam
transaksi jual beli. Kedudukan hak atas tanah menjadi dasar penting untuk
menganalisis keabsahan dan akibat hukum transaksi jual beli tanah di bawah
tangan tanpa PPAT, khususnya dalam menentukan kedudukan serta perlindungan
hukum bagi pembeli. Kepastian mengenai status, subjek pemegang hak, objek
tanah, kewenangan penjual, dan proses pendaftaran peralihan hak merupakan
aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum
terhadap pembeli.

Pasal tersebut menyebutkan “Peralihan Hak Atas Tanah” dalam hal ini yang

dimaksud adalah tanah yang sudah mempunyai hak atas tanah (sudah

53 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 20186,

Rumusan Kamar Perdata tentang Kriteria Pembeli Beritikad Baik.
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bersertipikat). Pasal tersebut tidak menjelaskan sah atau tidaknya jual beli tanah
karena tidak adanya akta PPAT, namun dalam pasal tersebut terdapat pernyataan
“hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT”.
Dapat ditafsirkan bahwa tanah yang sudah bersertipikat hanya dapat didaftarkan
peralihan hak atas tanah jika dibuktikan dengan akta PPAT. Hal ini diperkuat
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 2 ayat (1) “PPAT bertugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”
Berdasarkan ketentuan tentang penyelenggaraan transmigrasi tersebut di
atas dapat diketahui bahwa hak milik atas tanah bagi transmigran tidak dapat
dipindahtangankan termasuk diperjualbelikan, kecuali telah dimiliki paling
singkat 15 (lima belas) tahun atau beralih ke ahli waris karena pemegang hak
meninggal dunia. Apabila terjadi peralihan melalui jual beli maka hak milik atas
tanah tersebut hapus dan menjadi tanah negara. Peralihan yang dilakukan tersebut
tentunya mempunyai akibat hukum mulai dari keabsahannya serta akibat-akibat
yang ditimbulkan di kemudian hari adalah tidak dapat dilakukanya pendaftaran
peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan karena tidak adanya Akta
Jual Beli dibuat dan dihadapan oleh PPAT sesuai yang disebutkan dalam Pasal 37
ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu tidak dimungkinkan dibuatnya Akta

Jual Beli tersebut dikarenakan pihak penjual dalam hal ini transmigran telah
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kembali ke daerah asalnya dan tidak diketahui alamat pastinya berada, disisi lain
tidak terdapatnya PPAT maupun PPATS di Desa Harapan Jaya.

Adanya hak penjual menarik kembali barang yang telah dijual, karena
akibat keterlambatan membayar cicilan, adalah merupakan syarat yang disebut “
klasula yang menggugurkan ““ atau Vervalclausule . salah satu bentuk jual — beli
angsuran atau cicilan adalah sewa beli. Jadi dalam jual beli dengan cicilan barang
yang dijual diserahkan dalam miliknya si pembeli, namun pembayarannya dengan
cicilan. Dengan demikian si pembeli seketika menjadi pemilik mutlak dari barang
yang dibelinya dan tinggallah mempunyai utang kepada di penjual berupa harga
atau sebagian dari harga yang belum dibayarnya. Dengan begitu pembeli
menerima barangnya begitu pula ia bebas untuk menjualnya lagi karena sudah
menjadi miliknya.” Saat mengikatnya perjanjian jual beli, adalah bersamaan
dengan saat terjadinya jual beli, dimana perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan,
pada detik tercapainya kata “sepakat mengenai barang dan harga. Dengan
kesepakatan tersebut berarti perjanjian jual beli, tersebut menganut asas
konsessualisme yang ditentukan dalam, Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang berbunyi : “ Jual-beli itu dianggap telah mencapai sepakat tentang
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu sebelum diserahkan,
maupun harganya belum dibayar.*

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting
dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan
segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa

tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu tanah
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bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat magic religius,
yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik. masyarakat dalam
memperolehan tanah lebih sering melakukan dengan cara pemindahan hak, yaitu
melalui cara jual beli. Perkataan jual beli disini dalam pengertiannya dapat
diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang
dikehendaki secara sukarela.

Hukum menjaga kepentingan setiap orang, Perlindungan hukum sediri
adalah perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia subjek hukum dalam
negara hukum yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan

setiap orang harus dilindungi, jadi hukum harus diterapkan.



BAB Il
HASIL PENELITIAN

A. Keabsahan Transaksi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanpa
Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau dari Hukum Pertanahan
Nasional
Tanah memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan benda lainnya

karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan

aspek sosial, administratif, dan kepastian hak. Oleh karena itu, setiap tindakan
hukum yang berkaitan dengan tanah, termasuk jual beli, tidak hanya dinilai
berdasarkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus
memperhatikan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku. Dasar konstitusional

pengaturan tanah terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.54
Transaksi jual beli tanah pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum

yang menyebabkan terjadinya peralihan hak dari pihak penjual kepada pihak

pembeli. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum tersebut lahir melalui
suatu perjanjian antara para pihak. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,

sedangkan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.>®

54 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.
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Ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu
kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, objek
tertentu, dan sebab yang halal.® Keempat unsur tersebut menjadi dasar dalam
menentukan apakah suatu perjanjian jual beli memiliki kekuatan mengikat secara
hukum.

AJB memberikan kepastian hukum kepada pembeli dalam dua hal utama
oleh PPAT memastikan bahwa tanah atau bangunan yang diperjualbelikan tidak
sedang dalam sengketa, terbebas dari hak tanggungan, dan seluruh dokumen
transaksi sesuai peraturan yang berlaku. Jika terjadi sengketa di kemudian hari,
misalnya klaim pihak ketiga terhadap properti yang dibeli, AJB dapat digunakan
sebagai alat bukti di pengadilan untuk melindungi hak pembeli. (Paulus Efendi
Lotulung, 1993) Dengan demikian, AJB melindungi pembeli dari potensi risiko
hukum. Kelebihan Akta Otentik Dalam Sengketa, karena sifat otentiknya, AJB
memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan.
Pengadilan akan memandang AJB sebagai bukti kuat atas adanya kesepakatan jual
beli, asalkan tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya, seperti
pemalsuan atau tindakan melawan hukum lainnya. Proses Legalitas yang
Didukung oleh PPAT Untuk memastikan keabsahan AJB, PPAT memeriksa
seluruh dokumen terkait sebelum pembuatan akta, seperti sertifikat tanah, surat

pajak, dan status hukum tanah. Hal ini untuk menjamin bahwa tanah tidak dalam

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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sengketa atau memiliki masalah hukum lainnya. Akta Jual Beli (AJB) memiliki
peran penting dalam sengketa terkait tanah atau bangunan. Sebagai dokumen
otentik, AJB dapat dijadikan dasar hukum dalam berbagai gugatan di pengadilan.
AJB dapat menjadi dasar gugatan pembatalan jual beli jika salah satu pihak
merasa dirugikan. Beberapa alasan utama pembatalan antara lain penipuan
(Fraud): Jika terbukti bahwa salah satu pihak memberikan informasi palsu atau
menyembunyikan fakta penting terkait objek jual beli (misalnya, tanah dalam
sengketa atau bukan milik penjual). Jika salah satu pihak merasa tidak memahami
sepenuhnya isi perjanjian atau terjadi kesalahan dalam proses transaksi.
Pemalsuan Dokumen: Jika dokumen yang digunakan dalam pembuatan AJB
(seperti sertifikat tanah atau identitas pemilik) ternyata palsu. Dalam gugatan ini,
penggugat dapat meminta pembatalan AJB dan memulihkan posisi hukum seperti
sebelum jual beli terjadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi jual beli tanah yang dilakukan
secara di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak serta-
merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang tidak sah. Apabila
penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai objek tanah dan harga,
para pihak memiliki kecakapan hukum, serta objek dan sebab perjanjian
memenuhi ketentuan hukum, maka hubungan hukum berdasarkan perjanjian jual
beli tersebut pada dasarnya dapat tetap diakui dalam perspektif hukum perdata.

Akan tetapi, keabsahan perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata
harus dibedakan dengan pemenuhan persyaratan formal dalam hukum pertanahan.

Jual beli tanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara penjual
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dan pembeli, tetapi juga berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang harus
memenuhi ketentuan administrasi pertanahan. Dengan demikian, terpenuhinya
syarat sah perjanjian tidak dengan sendirinya berarti bahwa peralihan hak atas
tanah telah memenuhi seluruh persyaratan hukum pertanahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kepastian
tersebut diperlukan agar data mengenai subjek dan objek hak atas tanah dapat
diketahui dan memperoleh perlindungan hukum.>” Pasal 19, 23, dan 26 UUPA
mengatur pendaftaran serta pemindahan hak atas tanah.58

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tersebut, pemerintah mengatur
mekanisme pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1), peralihan hak
atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.*®

Ketentuan tersebut tetap menjadi dasar dalam pendaftaran peralihan hak, dengan

> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19.

58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat
(1), dan Pasal 26 ayat (1).

% Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1),
sebagaimana ketentuan pendaftaran tanah tersebut tetap berlaku dengan memperhatikan perubahan

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
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memperhatikan perubahan dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.60

Merujuk pendapat Boedi Harsono bahwa dasar peralihan hak atas tanah
adalah UUPA, yang menghendaki setiap hal berkaitan dengan hak atas tanah,
untuk menjamin kepastian hukum wajib didaftarkan, sebagaimana diamanatkan
oleh ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, bahwa "Untuk menjamin kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah”. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA ini menghendaki bidang tanah
yang didaftar, dengan pendaftaran tersebut diberikan suatu jaminan kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah berupa sertipikat hak atas tanah. Tujuan dari
pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi pemilik hak atas tanah baik kepastian mengenai subyek, obyek
maupun hukumnya (Budhayati, 2018). Pendaftaran tanah ini dimaksudkan untuk
mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tertib hukum dan memenuhi tuntutan
masyarakat Indonesia. Dengan adanya pendaftaran tanah, pemegang hak atas
tanah juga Pemerintah dapat dengan mudah memperoleh keterangan atau
informasi terkait dengan bidang tanah yang dimilikinya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akta PPAT mempunyai kedudukan
penting dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta PPAT menjadi

salah satu dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan perubahan data

60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1).
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mengenai pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, bagi pembeli, keberadaan
Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT sangat penting untuk memberikan dasar
administratif dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah
dibelinya.”

Salah satu manfaat utama dari pendaftaran di BPN adalah untuk
menghindari perselisihan atau sengketa mengenai siapa yang berhak atas properti
tersebut. Jika suatu saat muncul klaim dari pihak lain mengenai kepemilikan tanah
atau bangunan, BPN akan merujuk pada data yang terdaftar untuk menentukan
siapa yang memiliki hak sah atas properti tersebut. Ini sangat penting dalam
mencegah kerugian atau kebingungannya pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal
terjadi sengketa mengenai status kepemilikan properti, dokumen yang terdaftar di
BPN akan menjadi referensi utama untuk menentukan siapa yang memiliki hak
sah. (Salim HS, 2016). Pendaftaran yang dilakukan dengan menggunakan AJB
yang sah dan lengkap memberikan bukti kuat di pengadilan, yang akan
memperkuat posisi hukum pembeli dalam sengketa tersebut. Jika tidak ada
pendaftaran yang dilakukan di BPN, maka properti yang telah dibeli mungkin
tidak dapat dipertahankan hak kepemilikannya. Hal ini membuka celah bagi klaim
pihak ketiga yang mungkin memiliki dokumen yang lebih kuat atau klaim hukum
lainnya. Oleh karena itu, pendaftaran segera setelah transaksi jual beli adalah
langkah preventif yang penting. Kekuatan hukum Akta Jual Beli (AJB) yang telah

melahirkan peralihan hak balik nama menjadi sangat penting dalam menjamin

%! Fredrik Mayore Saranaung, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," Lex Crimen 6, No. 1 (2017): halaman 16.
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kepastian hukum atas kepemilikan properti dan dapat dijadikan sebagai dasar
dalam gugatan hukum. Proses pendaftaran peralihan hak ini di Badan Pertanahan
Nasional (BPN) memberikan pengakuan yang sah mengenai status kepemilikan
properti yang telah berpindah tangan dari penjual kepada pembeli. Namun,
kekuatan hukum AJB tidak hanya terbatas pada pencatatan peralihan hak atas
properti saja, tetapi juga pada kemampuannya menjadi alat bukti dalam berbagai
sengketa hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. AJB yang sah adalah
akta otentik yang memiliki nilai pembuktian kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dokumen ini tidak
hanya menjadi catatan resmi peralihan hak milik atas tanah atau bangunan, tetapi
juga menjadi alat bukti yang mengukuhkan bahwa transaksi jual beli telah terjadi
dengan sah dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, AJB yang telah
didaftarkan memberikan kepastian hukum kepada pemilik baru yang terdaftar di
BPN bahwa mereka adalah pemilik sah dari properti tersebut.

Akta Jual Beli (AJB) yang sah memiliki kekuatan hukum yang sangat
penting dalam proses pendaftaran peralihan hak properti di Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum terkait siapa
pemilik sah properti tersebut, dengan AJB menjadi bukti resmi peralihan hak dari
penjual ke pembeli. Tanpa pendaftaran yang sah, meskipun sudah ada AJB,
kepemilikan properti tetap rentan terhadap sengketa hukum. Pihak ketiga yang
mengklaim hak atas properti dapat menggunakan AJB yang terdaftar di BPN
sebagai alat bukti untuk memperkuat posisi mereka dalam gugatan. AJB yang

tidak sah dapat menghalangi pendaftaran di BPN, yang berarti hak kepemilikan
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properti tidak diakui secara hukum, menciptakan potensi masalah hukum di masa
depan. Pendaftaran yang sah memberikan perlindungan terhadap pembeli dan
mencegah klaim yang tidak berdasar. Oleh karena itu, AJB yang sah dan terdaftar
di BPN menjadi dasar yang kuat dalam mengatasi perselisihan mengenai
kepemilikan properti.

PPAT mempunyai peranan dalam memastikan bahwa perbuatan hukum
yang dituangkan dalam akta memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan
mengenai identitas para pihak, dokumen kepemilikan tanah, status tanah, serta
kewenangan pihak yang mengalihkan hak merupakan bagian penting dalam
proses pembuatan akta. Kedudukan dan kewenangan PPAT tersebut diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016.%

Transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT dengan demikian
memiliki dua aspek hukum yang perlu dibedakan. Pertama, dari aspek hukum
perdata, transaksi tersebut dapat melahirkan hubungan hukum apabila memenuhi
syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Kedua, dari aspek hukum pertanahan, transaksi tersebut belum
memenuhi persyaratan formal untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran

peralihan hak atas tanah karena tidak dibuktikan dengan akta PPAT sebagaimana

62 peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
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dipersyaratkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997.%

Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak-hak
atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan
hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar,
pemasukan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Cara memperoleh tanah
dengan pemindahan hak atas tanah ditempuh apabila yang membutuhkan tanah
memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian dapat
disimpulkan, yaitu apabila tanah yang tersedia adalah tanah hak lainnya yang
berstatus HM, HGU, HGB, dan Hak Pakai maka dapat digunakan cara perolehan
tanahnya melalui pemindahan hak misalnya dalam bentuk jual beli tanah, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara keabsahan perjanjian dan pemenuhan persyaratan
administrasi pertanahan tersebut menjadi hal penting dalam menilai kedudukan
pembeli. Masyarakat sering kali menganggap bahwa pembayaran harga tanah dan
penyerahan penguasaan fisik tanah sudah cukup untuk menunjukkan terjadinya
peralihan hak atas tanah. Padahal, dalam sistem hukum pertanahan, penguasaan
fisik atas tanah tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang telah tercatat sebagai

pemegang hak secara yuridis.

%3 Melty Shabrinna Putriyadi dan Yulies Tiena Masriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli
dalam Jual Beli Tanah dengan Akta Dibawah Tangan," Notary Law Research 4, No. 1 (2022):
halaman 1-15.
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Jual beli hak atas tanah terdaftar dengan PPJB lunas, namun dibuat dengan
akta di bawah tangan tanpa kuasa menjual, dikaitkan dengan teori kepastian
hukum, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum
tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki
adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh
pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek
yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai
suatu peraturan yang harus ditaati (Mertokusumo, 2011). Ditinjau dari hukum
positif jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta otentik yakni akta
yang dibuat dihadapan PPAT sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang
membuat akta peralihan sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.
Merujuk pada ketentuan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 dengan dasar penetapan
dan/atau putusan, pembeli masih dapat melangkah secara hukum untuk
mendapatkan hakhaknya, yaitu melaporkan adanya suatu sengketa pertanahan ke
Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikannya di luar pengadilan secara
mediasi mendasarkan Perkaban No. 11 Tahun 2016. Jual-beli yang tidak
dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan termasuk jual-beli
yang ilegal namun hanya bersifat informal. Jual-beli untuk memenuhi syarat
formal, harus sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan jual-beli harus dibuat di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah untuk kemudian didaftarkan peralihan haknya. Konsekuensi

yang harus diterima jika jual-beli tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat
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Akta Tanah yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum atas hak kepemilikan
tanah yang diperoleh dari jual-beli tersebut.

Kondisi tersebut menyebabkan transaksi jual beli tanah di bawah tangan
memiliki kelemahan terutama dalam aspek pembuktian dan administrasi
pertanahan. Apabila pembeli telah melakukan pembayaran dan menguasai tanah
secara fisik, tetapi belum melakukan proses pendaftaran peralihan hak, maka
pembeli dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan kedudukannya apabila
terjadi sengketa di kemudian hari.

Dokumen bawah tangan seperti kwitansi pembayaran, surat pernyataan jual
beli, atau surat kesepakatan dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya
hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Namun, dokumen tersebut tidak
memiliki fungsi yang sama dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT dalam
proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, keberadaan
dokumen bawah tangan belum memberikan kepastian administratif mengenai
perubahan pemegang hak atas tanah.

Jual-beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan
adanya pembuatan akta autentik yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Pembuatan akta autentik diperlukan, karena akta autentik merupakan alat
bukti yang sempurna dalam persidangan. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah
pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta berkaitan dengan
bidang pertanahan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan jabatannya

harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga masyarakat
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merasa yakin dan aman ketika melakukan perbuatan hukum, karena hak
masyarakat dilindungi oleh pemerintah.

Dengan demikian, transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT
tidak dapat secara sederhana dinyatakan tidak sah hanya karena tidak dibuat di
hadapan PPAT. Keabsahannya sebagai perjanjian tetap harus dinilai berdasarkan
terpenuhinya syarat sah perjanjian. Namun, transaksi tersebut memiliki
keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum mengenai peralihan hak atas
tanah karena tidak memenuhi persyaratan formal untuk pendaftaran peralihan hak
sebagaimana ditentukan dalam hukum pertanahan.

Terkait mengenai sahnya perjanjian jual beli bidang tanah tanpa
dipenuhinya syarat formal, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 126K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 bahwa "Untuk sahnya jual beli tanah,
tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. Akta
Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung, jual beli yang hanya memenuhi syarat materiil tanpa memenuhi syarat
formil, adalah sah menurut hukum dan telah terjadi peralihan hak milik atas tanah,
namun di sisi lain bahwa peralihan hak milik atas bidang tanah dibuktikan dengan
dibuatnya akta peralihan hak yang dibuat di hadapan PPAT.

Bagi pembeli, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena pembeli yang
telah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah belum tentu memperoleh
kepastian administratif sebagai pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu,

transaksi jual beli tanah seharusnya dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli
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olen PPAT dan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan agar
kedudukan hukum pembeli menjadi lebih kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli
tanah di bawah tangan tanpa PPAT dapat memiliki keabsahan sebagai suatu
perjanjian apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Akan tetapi, dari perspektif hukum pertanahan nasional, transaksi
tersebut belum memenuhi persyaratan formal untuk digunakan sebagai dasar
pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, keabsahan perjanjian dan
kepastian hukum mengenai peralihan hak atas tanah merupakan dua hal yang
harus dibedakan.

B. Risiko Hukum yang Dihadapi oleh Pembeli dalam Transaksi Jual
Beli Tanah di Bawah Tangan Tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah

Transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tanpa melibatkan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menimbulkan sejumlah risiko hukum bagi
pembeli. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan lemahnya kepastian hukum,
kekuatan pembuktian, status peralihan hak, serta kemungkinan timbulnya
sengketa atas tanah yang telah dibeli.

Pembeli merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap
kepastian hak atas tanah yang diperolehnya. Setelah memenuhi kewajibannya
dengan membayar harga tanah sesuai dengan kesepakatan, pembeli pada dasarnya
mengharapkan agar tanah tersebut dapat dikuasai dan hak atas tanah tersebut
dapat diakui secara hukum. Namun, apabila transaksi hanya dilakukan

berdasarkan surat atau kwitansi di bawah tangan tanpa dilanjutkan dengan Akta
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Jual Beli oleh PPAT dan pendaftaran peralihan hak, kedudukan hukum pembeli
menjadi lebih rentan.

Risiko pertama yang dihadapi pembeli adalah kesulitan dalam melakukan
pendaftaran peralihan hak atau balik nama sertifikat. Berdasarkan ketentuan Pasal
37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah
melalui jual beli pada prinsipnya didaftarkan dengan dibuktikan menggunakan
akta yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena itu, pembeli yang hanya memiliki
dokumen jual beli di bawah tangan dapat mengalami kendala administratif ketika
hendak mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut.®*65

Risiko kedua adalah lemahnya posisi pembeli dalam hal pembuktian.
Dokumen seperti kwitansi pembayaran, surat pernyataan jual beli, atau surat
kesepakatan dapat menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara
penjual dan pembeli. Namun, ketika terjadi sengketa, pembeli mungkin harus
memberikan bukti tambahan untuk menunjukkan adanya transaksi, pembayaran,
penyerahan tanah, serta kesesuaian objek tanah yang diperjualbelikan.

Risiko ketiga adalah kemungkinan terjadinya sengketa dengan pihak ketiga.
Sengketa dapat muncul apabila terdapat pihak lain yang mengaku memiliki hak
atas tanah tersebut. Misalnya, terdapat ahli waris penjual yang mempersoalkan
transaksi, pihak lain yang sebelumnya telah membeli tanah yang sama, atau pihak

yang memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat. Dalam keadaan demikian,

* Fredrik Mayore Saranaung, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," Lex Crimen 6, No. 1 (2017): halaman 15-21.

65 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1); Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960, Pasal 23 ayat (1).
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pembeli harus mampu membuktikan dasar perolehan tanah dan itikad baiknya
dalam melakukan transaksi.

pejabat pembuat akta tanah, merupakan pemberian wewenang dari negara
kepada pejabat tersebut untuk membuat dan mengesahkan berbagai akta yang
terkait dengan tanah, sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang
berlaku. Ini mencakup akta pemindahan hak kepemilikan tanah, hak atas tanah
yang dibebani dengan hak tanggungan, hak milik rumah dalam satuan, serta
pemberian kuasa. Dengan adanya PPAT, syarat-syarat dasar yang berkaitan
dengan transaksi tanah diatur secara rinci.Kesahan perjanjian diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada empat
ketentuan legal yang harus dipenuhi, yaitu "akur, cakap, subjek khusus, serta
kausa halal." Faktor pertama adalah "akur," yang mengharuskan perjanjian dalam
proses kepemilikan tanah dibuat berdasarkan kesepakatan dari setiap pihak,
baik pihak penjual maupun pembeli, tanpa ada tekanan dari pihak lain, dan
dengan persetujuan bersama jika diperlukan. Ketentuan legal yang kedua adalah
"cakap,” yang pada dasarnyaberhubungan dengan kemampuan para pihak
untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dianggap "cakap" untuk membuat
akta tanah jika berumur 18 tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan
pengampuan. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan legal akad yang
kedua ini, penting bahwa pembuat akta tersebut berumur 18 tahun atau
lebih dan tidak dalam keadaan pengampuan

Risiko keempat adalah kemungkinan terjadinya jual beli ganda. Karena

transaksi di bawah tangan tidak secara langsung diikuti dengan perubahan data
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administrasi pertanahan, terdapat kemungkinan tanah yang sama kembali
diperjualbelikan kepada pihak lain. Keadaan tersebut dapat menimbulkan
perselisihan mengenai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang lebih kuat
atas tanah tersebut. Risiko kelima adalah kemungkinan timbulnya sengketa waris.
Apabila penjual meninggal dunia setelah transaksi dilakukan tetapi sebelum
proses peralihan hak diselesaikan, ahli waris penjual dapat mempertanyakan atau
bahkan menyangkal transaksi yang pernah dilakukan. Kondisi tersebut dapat
semakin menyulitkan pembeli apabila pembeli tidak memiliki bukti yang
memadai mengenai transaksi dan pembayaran yang telah dilakukannya.

Akta jual beli di bawah tangan sebagai akta yang tidak dibuat di hadapan
PPAT, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
pihak-pihak yang menandatangani akta. Mengikatnya perjanjian bagi pihak-pihak
yang menandatangani akta sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa "Semua
perjanjian yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan
dengan akta di bawah tangan tetap sah selama telah memenuhi syarat-syarat
perjanjian dalam BW dan Hukum Adat. Dalam hal kekuatan hukum akta jual beli
tanah dibawah tangan yang isi ataupun tanda tangannya tidak disangkal memiliki
kekuatan yang sama dengan akta otentik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa keabsahan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan dengan akta di bawah
tangan dan dalam hal kekuatan pembuktian akta jual beli tanah di bawah tangan
memiliki kekuatan yang sempurna atau sama dengan akta otentik jika isi ataupun

tanda tangannya tidak disangkal.
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Selain itu, pembeli juga menghadapi risiko apabila tanah yang menjadi
objek jual beli ternyata sedang menjadi objek sengketa, sedang dijaminkan, atau
memiliki permasalahan hukum lainnya yang tidak diketahui pada saat transaksi
dilakukan. Dalam transaksi yang dilakukan melalui PPAT, pemeriksaan dokumen
dan status tanah menjadi bagian penting sebelum akta dibuat. Sementara itu,
dalam transaksi di bawah tangan, pembeli dapat memiliki keterbatasan dalam
memperoleh kepastian mengenai kondisi hukum objek tanah.®®

Risiko lainnya berkaitan dengan penguasaan fisik tanah. Pembeli yang telah
menerima tanah secara fisik belum tentu memperoleh kepastian sebagai pemegang
hak yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Dengan demikian, penguasaan
fisik harus dibedakan dengan kepastian mengenai status hak atas tanah.

Dalam menghadapi risiko tersebut, kedudukan pembeli yang beritikad baik
menjadi penting. Pembeli yang melakukan transaksi dengan itikad baik,
membayar harga yang telah disepakati, memperoleh tanah berdasarkan
kesepakatan dengan pihak yang diyakini sebagai pemilik yang sah, serta tidak
mengetahui adanya cacat atau sengketa atas tanah memiliki kepentingan untuk
memperoleh perlindungan hukum. Namun, pembeli tetap harus dapat
membuktikan proses perolehan tanah dan itikad baik tersebut apabila terjadi

sengketa.

% Avita Nendy Falief Yolanda, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di
Bawah Tangan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," Diponegoro Law
Journal 8, No. 3 (2019): halaman 1767-1779.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa risiko hukum terbesar
dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT berada pada
ketidakpastian kedudukan pembeli. Meskipun pembeli telah membayar harga dan
menguasai tanah secara fisik, pembeli belum memperoleh kepastian administratif
mengenai peralihan hak atas tanah. Selain itu, pembeli juga berpotensi
menghadapi persoalan pembuktian, sengketa dengan pihak ketiga, jual beli ganda,
sengketa waris, maupun permasalahan status hukum objek tanah.

PPAT dalam membuat akta peralihan hak atas tanah wajib menerapkan
prinsip kehatihatian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, bahwa
“Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu
juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.” Kewajiban PPAT untuk
membacakan dan menjelaskan isi akta adalah untuk memastikan bahwa para
penghadap telah sepenuhnya memahami apa yang tertuang di dalam akta.
Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, pembacaan ini harus dilakukan dengan jelas
sehingga dapat dipahami oleh para penghadap dan saksi-saksi (Notodisoerjo,
1993). Terkait pembacaan akta, dalam perjalanannya PPAT tidak hanya
memastikan bahwa para pihak menghadap kepada PPAT sebagai Pejabat yang
membuat, membacakan, dan menjelaskan akta akan tetapi sesuai prinsip kehati-
hatian PPAT dapat menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan yang

menyebabkan munculnya permasalahan dalam pembuatan akta otentik.
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Dengan demikian, transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT
dapat menempatkan pembeli pada posisi hukum yang lebih rentan dibandingkan
pembeli yang melakukan transaksi melalui prosedur PPAT dan pendaftaran tanah.
Oleh karena itu, diperlukan bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan
kepastian terhadap hak pembeli dan mencegah terjadinya kerugian akibat
kelemahan formal dalam transaksi tersebut.

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Transaksi
Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanpa Pejabat Pembuat Akta
Tanah

Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah di
bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bagian
penting dalam memberikan kepastian terhadap hak yang telah diperoleh pembeli.
Perlindungan tersebut diperlukan karena pembeli dapat berada dalam posisi yang
rentan apabila transaksi yang telah dilakukan tidak didukung oleh akta PPAT dan
pendaftaran peralihan hak atas tanah. Perlindungan pembeli sejalan dengan
jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.67

Perlindungan hukum terhadap pembeli dapat dibedakan menjadi
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan
hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya
sengketa atau kerugian, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan

perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.

67 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
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1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bagi pembeli dapat dilakukan melalui
pelaksanaan transaksi jual beli tanah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Salah satu bentuk utamanya adalah melaksanakan jual beli tanah di hadapan
PPAT dan menuangkannya dalam Akta Jual Beli.

Pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT memberikan kepastian mengenai
identitas pihak yang melakukan transaksi, objek tanah yang diperjualbelikan, serta
perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Akta tersebut selanjutnya
menjadi dasar dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Kantor
Pertanahan.®

Bagi pembeli, penggunaan PPAT memberikan perlindungan karena terdapat
proses pemeriksaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek dan pihak
yang melakukan transaksi. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengurangi
kemungkinan pembeli memperoleh tanah yang memiliki permasalahan hukum.

Selain pembuatan Akta Jual Beli, perlindungan preventif bagi pembeli
diwujudkan melalui pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pendaftaran tersebut
bertujuan agar perubahan pemegang hak atas tanah tercatat dalam administrasi
pertanahan. Dengan adanya pencatatan tersebut, pembeli memperoleh dasar
administratif yang lebih kuat mengenai kedudukannya sebagai pemegang hak atas

tanah.69

%8 peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 dan Pasal 23.
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Penyelesaian dapat ditempuh dengan melalui gugatan di Pengadilan atas
dasar penjual telah wanprestasi atau memohon penetapan pengadilan yang isinya
menyatakan bahwa Penjual tidak diketahui keberadaannya. Dasar pengajuan
penetapan atau gugatan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 PP No. 24
Tahun 1997, bahwa Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang
sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin poda sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya.
Jual beli hak atas tanah terdaftar dengan PPJB lunas, namun dibuat dengan akta di
bawah tangan tanpa kuasa menjual, dikaitkan dengan teori kepastian hukum,
bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus
dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya
pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang
berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis
yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu
peraturan yang harus ditaati (Mertokusumo, 2011). Ditinjau dari hukum positif
jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta otentik yakni akta yang
dibuat dihadapan PPAT sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang
membuat akta peralihan sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.
Merujuk pada ketentuan Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 dengan dasar penetapan

dan/atau putusan, pembeli masih dapat melangkah secara hukum untuk
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mendapatkan hakhaknya, yaitu melaporkan adanya suatu sengketa pertanahan ke
Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikannya di luar pengadilan secara
mediasi mendasarkan Perkaban No. 11 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa
pertanahan oleg BPN dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian secara mediasi
apabila tidak membawa hasil, dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan disertai dengan permohonan agar penjual dinyatakan wanprestasi dan
memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk memproses balik nama dengan
putusan ketidakhadiran tergugat.

Sertifikat hak atas tanah yang telah dilakukan proses peralihan memberikan
kedudukan pembuktian yang lebih kuat bagi pembeli dibandingkan hanya
memiliki dokumen jual beli di bawah tangan. Oleh karena itu, pembeli seharusnya
tidak berhenti pada kesepakatan dan pembayaran harga tanah, tetapi juga
memastikan bahwa proses peralihan hak dilakukan sesuai dengan ketentuan
pendaftaran tanah.

Apabila transaksi jual beli telah terlanjur dilakukan di bawah tangan,
pembeli dapat melakukan upaya untuk memperkuat kedudukan hukumnya dengan
melengkapi bukti-bukti transaksi, seperti surat atau perjanjian jual beli, kwitansi
pembayaran, bukti penguasaan tanah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan
transaksi. Bukti tersebut penting untuk menunjukkan adanya hubungan hukum
dan pelaksanaan kewajiban pembeli.

Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya dilakukan sebelum

transaksi terjadi, tetapi juga dapat dilakukan setelah transaksi di bawah tangan
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terjadi dengan cara melakukan penguatan dokumen dan mengupayakan
penyelesaian proses peralihan hak sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan.
2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi sengketa atau
pelanggaran terhadap hak pembeli. Dalam transaksi jual beli tanah di bawah
tangan, pembeli dapat menggunakan bukti-bukti yang dimilikinya untuk
mempertahankan kepentingannya secara hukum.

Bukti berupa perjanjian jual beli, kwitansi pembayaran, surat pernyataan,
bukti penguasaan fisik tanah, maupun bukti lain yang berkaitan dengan transaksi
dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara
pembeli dan penjual. Kekuatan pembuktian masing-masing bukti tetap harus
dinilai berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dan fakta yang terungkap dalam
sengketa.

Apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya setelah pembeli melakukan
pembayaran, pembeli dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan hubungan
hukum yang telah terbentuk. Demikian pula apabila terdapat pihak ketiga yang
mengklaim tanah tersebut, pembeli dapat mempertahankan hak dan
kepentingannya dengan mengajukan bukti mengenai proses perolehan tanah serta
menunjukkan bahwa transaksi dilakukan dengan itikad baik.

Dalam konteks pembeli beritikad baik, Mahkamah Agung melalui Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah memberikan kriteria yang
perlu diperhatikan, antara lain pembeli melakukan kehati-hatian dengan meneliti

status tanah, memastikan penjual merupakan pihak yang berhak, memastikan
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tanah tidak dalam status sita atau jaminan, serta melakukan pemeriksaan terhadap
data tanah yang bersertifikat.”

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah apabila para
pihak masih memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan secara
kekeluargaan. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, pembeli
dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, hakim dapat mempertimbangkan
berbagai alat bukti dan keadaan yang berkaitan dengan transaksi, termasuk adanya
kesepakatan jual beli, bukti pembayaran, penguasaan fisik tanah, dokumen
kepemilikan, serta itikad baik pembeli. Oleh karena itu, pembeli yang dapat
menunjukkan adanya transaksi yang nyata, pembayaran yang telah dilakukan,
penguasaan tanah, serta itikad baik dalam memperoleh tanah memiliki dasar untuk
mempertahankan kepentingannya secara hukum.

Perlindungan hukum represif juga menunjukkan pentingnya pembuktian
dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Meskipun transaksi tersebut tidak
dilakukan di hadapan PPAT, keberadaan bukti yang lengkap dan konsisten dapat
membantu pembeli dalam membuktikan hubungan hukum yang telah terjadi.

Namun demikian, perlindungan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk

7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,” Rumusan Kamar Perdata, Kriteria Pembeli
Beritikad Baik.



77

memenuhi prosedur pendaftaran tanah agar kepastian hukum mengenai pemegang
hak dapat diwujudkan secara administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli
dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT dapat dilakukan
melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.
Perlindungan preventif terutama dilakukan dengan melaksanakan jual beli melalui
PPAT, membuat Akta Jual Beli, dan melakukan pendaftaran peralihan hak atas
tanah. Sementara itu, apabila sengketa telah terjadi, perlindungan represif dapat
dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti transaksi, mempertahankan hak
melalui mekanisme penyelesaian sengketa, serta menunjukkan adanya itikad baik
dalam memperoleh tanah.

Dengan demikian, pembeli yang melakukan transaksi jual beli tanah di
bawah tangan tetap memiliki kemungkinan untuk memperoleh perlindungan
hukum sepanjang dapat membuktikan adanya hubungan hukum, pembayaran,
objek transaksi, dan itikad baik dalam memperoleh tanah. Namun, perlindungan
tersebut tidak sama dengan kepastian hukum yang diperoleh melalui transaksi
yang dilakukan dengan Akta Jual Beli PPAT dan dilanjutkan dengan pendaftaran
peralihan hak. Oleh karena itu, pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dan
pendaftaran peralihan hak merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat
penting untuk memperkuat kedudukan hukum pembeli.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembeli
merupakan pihak yang memiliki risiko cukup besar dalam transaksi jual beli tanah

di bawah tangan tanpa PPAT. Risiko tersebut meliputi kesulitan pendaftaran
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peralihan hak, kelemahan pembuktian, kemungkinan sengketa dengan pihak
ketiga, jual beli ganda, sengketa waris, serta permasalahan status hukum objek
tanah. Perlindungan hukum terhadap pembeli dapat diberikan secara preventif
maupun represif, dengan pembuatan Akta Jual Beli melalui PPAT dan
pendaftaran peralihan hak sebagai bentuk perlindungan yang paling memberikan
kepastian hukum.

Peralihan hak atas tanah belum terjadi apabila perjanjian jual beli hanya
memenuhi syarat sahnya perjanjian dan syarat materiil perjanjian jual beli namun
tidak dibuatkannya Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT. Peralihan hak
atas tanah yang akan dibalik nama pada Kantor Pertanahan apabila tidak
dibuatkannya Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT menimbulkan
ketidakpastian hukum. Peralihan hak atas tanah disyaratkan terutama dalam jual
beli yakni dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT sebagai syarat
formal sahnya jual beli hak atas tanah dan peralihannya. Mengenai hal tersebut,
penyelesaian peralihan hak atas tanah dapat ditempuh dengan melalui gugatan di
Pengadilan atas dasar penjual telah wanprestasi atau memohon penetapan
pengadilan yang isinya menyatakan bahwa Penjual tidak diketahui
keberadaannya. Bagi pembeli hak atas tanah tanpa Akta Jual Beli yang dibuat di
hadapan PPAT untuk mendapatkan sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum
sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUPA, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
sebagaimana Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa Panitera Pengadilan wajib
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua
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Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang
tanah yang sudah didaftar untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan

sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan hubungan hukum antara penjual dan pembeli tetap harus dinilai
berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya
kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Pembeli dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT
menghadapi beberapa risiko hukum, terutama karena belum adanya akta
PPAT dan pencatatan peralihan hak pada administrasi pertanahan.

2. Pembeli merupakan pihak yang memiliki risiko cukup besar dalam transaksi
jual beli tanah di bawah tangan tanpa PPAT. Risiko tersebut meliputi
kesulitan pendaftaran peralihan hak, kelemahan pembuktian, kemungkinan
sengketa dengan pihak ketiga, jual beli ganda, sengketa waris, serta
permasalahan status hukum objek tanah. Perlindungan hukum terhadap
pembeli dapat diberikan secara preventif maupun represif, dengan pembuatan
Akta Jual Beli melalui PPAT dan pendaftaran peralihan hak sebagai bentuk
perlindungan yang paling memberikan kepastian hukum.

3. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi sengketa atau
pelanggaran terhadap kepentingan pembeli. Pembeli dapat menggunakan
perjanjian jual beli, kwitansi pembayaran, surat pernyataan, bukti penguasaan
tanah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi sebagai alat untuk

membuktikan hubungan hukum yang telah terjadi. Pembeli juga dapat
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menunjukkan itikad baiknya dalam memperoleh tanah dan menempuh
penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun lembaga peradilan

apabila diperlukan.

B. Saran

1. Pembeli hendaknya tidak hanya memperhatikan kesepakatan mengenai harga
dan objek tanah, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap
status dan kepemilikan tanah sebelum melakukan transaksi. Pembeli perlu
memastikan bahwa pihak yang menjual merupakan pihak yang berhak atas
tanah tersebut dan memastikan tanah tidak sedang dalam sengketa, sita, atau
menjadi objek jaminan.

2. Pembeli juga disarankan untuk menghindari transaksi jual beli tanah hanya
berdasarkan kwitansi atau surat di bawah tangan. Apabila transaksi telah
dilakukan secara di bawah tangan, pembeli sebaiknya segera melengkapi dan
mengamankan seluruh bukti transaksi serta mengupayakan pembuatan Akta
Jual Beli melalui PPAT dan pendaftaran peralihan hak pada Kantor
Pertanahan. Penjual perlu bekerja sama dengan pembeli untuk menyelesaikan
proses pembuatan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan pendaftaran peralihan
hak agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kerugian bagi
pembeli di kemudian hari.

3. PPAT diharapkan terus memberikan pelayanan dan informasi hukum yang
mudah dipahami oleh masyarakat mengenai prosedur jual beli dan peralihan

hak atas tanah. Pemeriksaan terhadap dokumen, identitas para pihak, status
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tanah, serta kewenangan pihak yang melakukan transaksi perlu dilakukan

secara cermat untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
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